Pemerintah Luncurkan Bantuan Tunai Rp1,2 Triliun untuk PKL dan Warung
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Pemerintah meluncurkan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan atau warung.

"Pagi ini kami saksikan uji coba pemberian bantuan langsung tunai kepada
warteg dan warkop, pedagang kaki lima dalam bentuk tunai yang rencana distribusi
melalui TNI dan Polri. Saya ditugaskan bapak Presiden bersama Menteri Keuangan
untuk melihat operasional di lapangan dan uji coba sistem yang bisa direalisasikan hari
ini," kata Airlangga saat meluncurkan program itu di Medan yang disiarkan secara
virtual, Kamis, 9 September 2021.

Pada uji coba peluncuran ini, akan disalurkan 1 juta paket dengan nilai Rp 1,2
juta atau setara dengan bantuan presiden produktif atau BPUM. Bantuan ini, diharapkan
pengusaha UMKM, PKL dan warteg yang terdampak Covid-19 bisa menggunakan
untuk modal usaha atau bertahan hidup.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan bahwa bantuan untuk
usahakecil diberikan lagi tahun ini dengan anggaran Rp 15,8 triliun.

Selamaini bantuan UMKM disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM
bekerja sama dengan dengan dinas koperas dan UMKM di masing-masing pemerintah
daerah dan ini sudah 12 jutalebih buat UMKM dan koperasi kecil atau PKL yang dapat
bantuan masing-masing Rp 1,2 juta.
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Kali ini, kata dia, bantuan akan disalurkan melalui TNI dan Polri untuk 1 juta
PKL dan UMKM. Di mana, TNI sebesar 500 ribu dan Polri 500 ribu.

"Atau berarti Rp 600 miliar buat TNI dan Rp 600 miliar buat Polri diteruskan
untuk masyarakat, terutama PKL. Jadi ini dananya Rp 1,2 triliun," kata Sri Mulyani.
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Catatan:
Pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako,

Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai
(BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementrian Sosial Republik Indonesia yang
akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesgjahteraan Sosial
(DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari
alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan
diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena
pandemik virus corona atau Covid-19 selain itu juga bagi masyarakat yang tidak
menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako,
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Masyarakat calon penerima
BST maupun BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 per kepala
keluarga setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga total bantuan yang diterima per
keluarga adalah Rp 1.800.000,00. Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini
adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemik virus corona. Nantinya,
semua bantuan tersebut akan didistribuskan ke seluruh wilayah Indonesia, dan
menyasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung.

Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako
dan Bantuan Sosia Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

Syarat:

Pendaftaran penerima bantuan dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang
dalam pendataan calon peserta dan akan dilaporkan kepada Kementerian Sosidl;

Bentuk bantuan: Tunai
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Besaran bantuan: Rp 600.000,-/KK

Durasi waktu bantuan: 3 bulan (April — Juni 2020)

Kuota: 9 jutakepala keluarga

Cara penyaluran: (1) Transfer bank, melalui bank pemerintah/swasta seperti BRI, BNI,
BTN, dan Mandiri; dan (2) Dikirim ke alamat penerima melalui PT. Pos Indonesia, bagi
yang tidak memiliki rekening di bank.
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